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PERATUEN WALI KOTA SIBOLGA

NOMOR 92 TÅHUN 2022

T困NTANG

pENGHÅpusA的sÅNKs重ÅDMI附丁sTRÅT工F BERum D巴NDÅ ATAs

TUNGGÅKAN艶JAK BUMI DAN BÅNGUNÅN P臼RD巴SAÅN DAN

P囲RKOTAAN

WÅLI KOTA S脂OしGÅ,

Menimbang　: a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (2) huruf a

Perat町an Daera轟No膜or 8 Tahun 2011 te孤ta皿g坤ak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dinyatakan

bahwa W粗i Ko屯　dapat me櫨gurangkan a屯u

皿e撮ghapuska孤sanksi ad鵬王nis臼a蹄be関pa bu皿g貧, de撮da,

dan kenajkan pajak yang terutang menurut peraturan

perundang-undangan perpaj akan daerah ;

b.　bahwa sehubung糾i denga孤ada埠ya ke虹aika職harg争BBM

yang berdampak pada pe購kono皿ian dan pendapatan di

dunia usaha serta berpeng狂uh terhadap Pendapatan As正

Daerah khususnya Pajak Daer'ah;

c.　bahwa berdas盆rka租pe轟imbanga皿sebagai皿a櫨a di皿aksud

pada hu則f a da虹hu蘭でb, perlu皿enetap藍an Peratura虹

Wa出　Kota tentang Penghapusan Sanksi Administratif

Berupa Denda Atas Thnggakan Pajak Bund dan Bangunan

Perdesaa重i dan Per霞otaa孤;

Mengingat　: I. Undang-Undang Nomor　8　Drt. Tahun 1956　tentang

Pemben請ka孤　Daer∈聾工　Oto調o皿　Kota-Kota Besar d瓢am

し血gku卿ga皿Daerah Prop血si Su皿atera Utara (Le皿bara皿

Negara Republ出　血do虹esia　掲轟un 1956　No皿or　59,

Ta皿ba血anしe皿baran Negara Republ批I孤do皿esia No皿or

1092);

2. Undang-Unda放g No馳or 6 Tahu撮1983 te租tang Ke提櫨tuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara

Republik血donesia Tinun 1983　Nomor 49, Tambahan

しe膜bara虹　的egara Repub正k Indonesia Nomor　3262)

sebagalmana telal beberapa kali diubah, terak址r dengan

Unda皿g-Undang No皿or　28　鞄hu虹　2007　tentang

Perubaha租Kedg争Åtas Undang-U撮da皿g No皿or 6 Tahun

1983 tentang Ketenfuan Umum dan Tata Cara Peapajakan

(l�ﾖ&�&���觀v�&��&W�V&�ｸﾈﾆF�W6���F6Ⅲ��#��r�踐ﾖ� 

85, Ta皿baha放　しe皿baran Negara Repub馳〔重ndo皿esia

No皿or牛740) ;

3.肋適u均一随喝....



3. Undang-Undang Nomor 12　Tahun 1985　tentang Pajak

Bum王　dan Bang櫨録an (しe皿baran Negara Republ並

Indonesia Nomor　68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor　3312) sebagainana telah

diubah dengan Unda皿g-U孤dang No調or 12 Tahun 1994

tentang托rubaha皿A自s Undang-Undang討omor 12 'ねhun

1985　tentang Pajak Bund dan Bangunan (Lembaran

Negara Repub櫨k　工ndonesia No皿or　62, Ta膜baha皿

鵬皿bara孤Negara Repub櫨k Indonesia Nomor 3569) ;

4. Undang-U虹da龍g No血or　28　掲hun　1999　tentang

Penyelenggaraan　Ⅳegara Yang Bersih dan Bebas dad

Kompsi, Kolusi da皿Nepo包s皿e (Le皿baran Negara Repub櫨k

血donesia Tahun 1999　Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republ並Indonesia No皿or 385 1 ) ;

5. Undang-Unda皿g No膜or l7 Tahun 2003 tentang Keuanga皿

Negara (しembaga Negara Republik重ndonesia Tahun 2003

Nomor　47, Tambahan Lembaran Negara Republik

重ndonesia No膜or 4286) ;

6. Undang-Undang Nomor　12　Tahun　2011　tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republ蚊Indonesia Tahun　2011 No皿or　82,

Tambahanしe皿bara皿Negara Republ披重ndones主a No皿or

5234) sebagainana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang No皿or 13 Tahun 2022 tentang

Peruba血an Kedua Åtas Undang-Undang No皿or 12 Tahun

2011　ten畦皿g Pe膜bentukan　王℃raturan　王℃rundang-

undangan (Lembaran Negara Republ王k重ndonesia Tahun

2022 No皿or 143, T包皿baha虹Le皿baran Negara Republ拉

Indonesia No皿or 680 1 ) ;

7. U虹dang-Undang No皿or　23　Tahun　2014　tentang

Pe皿ehntahan Daerah　(Le調baran Negara Repub重ik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Repubhik Indonesia Nomor　5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali teraThir dengan Undang-

Undang No膜or 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang No膜or　23　Tahun　2014　tentang

Peme血utahan Daerah　(Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun　2015　Nomor 58, Ta皿bahan　しe皿baran

Negara RepubHk Indonesia Nomor 5679) ;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuanga皿　Antara Peme轟租ta轟　Pusat dan Pemer血tahan

Daerah (しe皿bara皿Negara Republ並重ndonesia Ta血un 2022

Nomor 4, Tambaha皿Le皿bara虹Negara Repub櫨k重ndonesia

Nomor 6757);



9. Peraturan暁merintah Nomor 14 Talun 2005 tentang Tata

Cara Penghapusan　陣utang Negara/daerah (Le撮baran

Negara Republ批Indonesia Tahun　2005　No皿or　31,

Tambahan Le皿bara皿Negara Republ出Indo孤esia No皿or

4488) sebaga主調a皿a telah diubah beberapa kali terakh正

dengan Peraturan Pemerintah Nomor　35　Talun　2017

tentang Pembaha龍　Kedua Atas Peratura皿　Pemehntah

Nomor 14 Talun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan

Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

重ndonesia Tahun 2005 Nomor 201, Tambahan Le皿baran

Negara Republ並重ndo櫨esぬNomor 61 19);

10･ Peraturan托me五ntah No膜or 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah　(Lembaran Negara

Republ出I撮do孤esia Ta血un 2019 Ⅳo皿or 42, Ta皿ba轟an

Lemba脚章Negara Republik Indonesia 6322) ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Be正ta

Negara Repub肱　重職donesia Tahun　2015　Nomor　2036〉

sebaga主調ana telah diubah dengan Peraturan Mente轟

Daエa皿Nege轟的o皿or 120 Tahu皿2018亀e虹髄膜g Pe調bahan

Atas Perat櫨ran Mente轟Da重a皿Negeh No皿or 80 Ta血u孤

20 15亀en屯ng Pembe櫨tuka虹的duk Huku皿Daerah (Be五ta

Negara Republ並Indonesia T貧hun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor　7　Tahun　2011

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga

Tahun 201 1 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kota Sibolga No膜or　8　Tahun　2011

tentang Pajak Bur出　dan Bangrnan Perdesaan dan

Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Talun

2011),　sebagaimana telari diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Sibolga Nomor　8　Tahun　2014　tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah No膜or 8 Tahun 201 1

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdes±　dan

Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun

2014);

MBMUTUSKÅN :

Menetapkan : P巳RATURAⅣ　WÅL重　KOTÅ　T巴NTÅⅣG P臼NG櫨APUSÅⅣ　SANKSI

ÅDM重NISTRATIF BBRUPÅ　DBNDÅ　ÅTAS TUNGGÅKAN PÅJÅK

BUM重DAN BÅNGUNÅN PERD囲SÅÅN DAN P囲RKOT蝕N.

BABI

KET巴NTUÅN UMU朗

Pasa11

Dalam Peraturan Wadi kota ini yang dimaksud dengan :

1.　Daerah adalah Kota sibolga.

2. Pemerintah Daeral adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penye重enggara Pe皿e轟孤tahan Daerah yang me皿工皿p皿

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom.

3.胸iKo細…



3. Wall Kota adalah waJi Kota sibolga.

4. Badan Pengelolaa皿Kcuangan, Pendapatan da皿Aset Daerah

yang selanjutnya disebut adalah Badan Pengelol±

Keua皿gan, Pendapatan dan Aset Daerah K〇七a Sibolga..

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan da撮Aset Daerah Kota Siboさga.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah

kontribusi wajib kepada Daeral yang terutang oleh orang

phbadi atau bada孤　yang bersiぬt　劃e皿aksa be夢dasarkan

Undang-Unda職g dengan瞳dak皿e調dapa出勤i皿bala皿secara

langsung dan digunakan untuk kepe轟uan daerah bagi

sebesar-besamya kemahauran rakyat.

7.　Pajak yang terutang adala血pajak yang harus dibayar pada

suatu saat, dalan nasa pajak, dalam tahun pajak, atau

dalam bagian tahun pajak sesual dengan ketentuan

peraturan pemndang-undanga皿.

8.　Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkot���誄

selanjutnya disn8kat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan

bangunan yang dim址貼, dikuasal dan/atau dimanfaatkan

oleh orang p正badi atau badan, kecua虹　kawasan yang

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan

dan pertanbangan.

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

10. Denda adalah sanksi administratif yang dikenakan terhadap

pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran

Pajak Bumi dan Ba皿gunan Perdes- dan Perkotaan.

11. Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan adalah jumlah pokok Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan yang belum dilunasi sanpal

dengan jat櫨h tempo.

呂Å8重I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai
landasan huku皿pe租ghapusa皿sanksi ad皿血is宙asi be則pa

denda yaitu untuk memberikan kesempatan kepada wajib

pajak guna penyelesalan kewajiban pexpajakan daerah

dengan　皿e馳弧kan pe皿bayaran p生iak ter櫨鰹皿g a屯u

tunggakan pajak tampa dikenakan sanksi administrasi yang

dilaksanaka皿dala皿wa王女u te巾entu.

/2/ Pe7章9申坪鰭αれ･ ･ i



(2) Penghapusan s創れks主ad劃血is吐asi be血中ua皿:

a. mendorong partisipasi wajib pajak untuk melarfukan

pembayaran pajak daerah;
b･皿engop亀malka櫨　upaya pe職e血皿aa皿　野e孤dapatan as瞳

daerah dari sektor pajak daerah;

c. mengoptimalkan upaya penyelesaian piutang PBB-P2.

8Å臣工重工

pELeKSENÅÅN

Pasal3

Pemer心血血　Daerah　皿e皿be轟ka皿　penきhapu亀弧　sa皿ksi

adm王nis廿a蛍be鵬pa de撮da atas tunggaka孤　PBB-P2　出daerah

kepada masyarahat dalan rangha me血ugankan beban masyarakat

dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan

pembayaran EBB-P2.

Pasal4

Penghapusan s細工ksi adm血is寄as盤be関pa de虹da atas :

a. PBB-P2鞄hun 1996 sa皿pai dengan Tahun 2021; dan

b. ketetapan pajak Talon 2022.

Pasa工5

Ketentuan pembayaran PBB-P2 sebagal berikut :

a. pembayara皿PBB-P2 d鵡akuka虹di Bank Pembangunan Daerah

Sumatera Utara maupun melalui kanal pembayaran digital;

b. jur血ah ketetapan PBB-P2 yang harus dibayarkan oleh Wajib

Pajak sejundah besaran pajak terutang yang harus dibayar,

dikurangi sanksi administratif berupa denda;

c. Wajib Pajak membayar dan menerima tanda bukti setoran

pembayaran PBB-P2 atau tanda bu旗i sah da轟bank atau

tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf

a.

Pasal6

Pelaksanaa皿pe職ghapusan sa皿ksi ad皿血isをa出● be則pa de租da a屯s

tunggakan PBB-P2 berlarfu mulai tanggal 01 November sanpal

de皿ga撮31 Dese皿ber 2022.



BAB重V

KET臼NTUA的PBNU丁UP

Pasal7

Peraturan Wa血Kota ini mulai berlarfu pada tanggal diundan8kan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wa出Kota i血dengan penempatannya dalan Berita

Daerah Ko屯S主bolga.

-__-_:._:`__`’.;`:-_ :_:L’___三


